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ABSTRAK

Salah satu upaya Pemberantasan Terorisme selain penegakan hukum adalah Upaya Pencegahan, Didalam penceghan ada tiga unsur yaitu Kesiapsiagaan Nasional, Kontra radikalisasi dan Deradikalisasi.  Sejauh ini keberhasilan Pemeberantasan Terorisme tidak  hanya bertumpu kepada Penangkapan Terorisme tetapi juga dapat dilakukan melalui Upaya deradikalisasi. Upaya pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melalui deradikalisasi sesuai Pasal 43A ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Deradikalisasi adalah program pendekatan secara lunak (soft approach) guna mengembalikan seseorang yang terpapar untuk kembali kepada ideologi Pancasila. Pola pendekatan soft approach yang dilakukan adalah dengan cara humanis secara holistic, komprehensif, integral dan akulturatif melalui pendekatan interdidpliner seperti hukum, agama, psikologi. Dalam rangka mencapai keberhasilan deradikalisasi perlu dilakukan pemetaan permasalahan. Adapun Permasalahan yang dihadapi adalah Bagaimana kepastian hukum penerapan Deradikalisasi yang diatur dalam ketetntua  Pasal 43A ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018,  bagaimna efektifitas deradikalisasi dalam melakukan pembinaan terhadap Napiter dan mengembalikan kedalam bingkai NKRI dan bagaimana solusi dalam identifikasi Napiter yang sudah kembali ke Pangkuan NKRI. Dari hasil pemetaan permaslahan tersebut dengan menggunakan metodologi yuridis normatis dan didukung tinjauan empiris maka dapat ditemukan jawaban bahwa regulasi yang mengatur tentang Deradikalisasi perlu dilakukan penguatan dengan mengajukan Undang Undang tersendiri agar dapat menunjang keberhasilan program deradikalisasi, efektifitas deradikalisasi dapat dicapai dengan menyamakan visi dan misi antar Lembaga dalam melakukan kerjasnyata dilapangan dan identifikasi terhadap napiter dapat  dilakukan dengan melakukan pendataan serta pengawasan yang melekat serta didukung keikutsertaan masyarakat mendukung pemerintah.
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ABSTRACT

[bookmark: _Hlk96515280]One of the efforts to Combat Terrorism in addition to law enforcement is prevention efforts, In prevention there are three elements, namely National Preparedness, Counter radicalization and Deradicalization.  So far the success of the Implementation of Terrorism not only relies on terrorism arrests but can also be done through deradicalization.  The prevention efforts referred to in this study are through deradicalization in accordance with Article 43 A paragraph 3 of Law No. 5 of 2018. Deradicalization is a soft approach program to return a person who is exposed to return to the ideology of Pancasila. The pattern of soft approach approach is done in a humanist way holistically, comprehensively, integrally and acculturally through interdidpliner approaches such as law, religion, psychology. In order to achieve deradicalization success, it is necessary to map the problem. The problem at hand is how Legal certainty of the application of deradicalization stipulated in the provisions of Article 43A paragraph 3  of Law No. 5 of 2018, how effective deradicalization in fostering Terrorist Prisoners (Napiter) and returning to the frame of NKRI and how the solution in the identification of Prisoners who have returned to the lap of the Republic of Indonesia. From the results of mapping these problems using normatic juridical methodology and empirically supported, it can be found that the regulations governing deradicalization need to be strengthened by submitting their own laws in order to support the success of deradicalization programs, the effectiveness of deradicalization can be achieved by equalizing the vision and mission between institutions in carrying out field work and identification of prisoners can be done.  by doing data collection and inherent supervision and community participation in supporting the government.  
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A. Latar Belakang

Terorisme dan tindak pidana terorisme beberapa tahun ini telah menjadi suatu berita yang sangat menarik perhatian bagi semua orang, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Bahkan telah berkembang menjadi konsumsi publik secara luas dan terbuka. Hal ini semakin dipercepat dengan kemajuan teknologi, perkembangan pergerakan dari sistem analog ke sistem digital, maka terjadi perubahan komsumsi informasi dan berita dengan pola yang berbeda bagi setiap orang yang berada di pusaran arus perubahan teknologi yang tentunya berdampak pada konsekuensi logis terhadap tantangan penegakan hukum di masyarakat luas.
Dari berbagai pengertian terorisme yang dapat kita perhatikan mengacu pada pengertian dan ketetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengertian terorisme menurut pendapat salah seorang ahli A.C Manullang adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan (pemahaman) agama, ideologi, dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah atau karena adanya faham separatisme dan ideologi fanatisme.1 Didalam Hukum Internasional terkait definisi terorisme kesemuanya mengerucut pada penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan utamanya.
Fenomena terorisme di Indonesia saat ini tidak lagi dilihat secara linier, tetapi terjadi beberapa perubahan baik dari segi motif, sasaran maupun pelaku. Dari sisi motif yang berkembang saat ini bukan saja soal pemahaman agama semata tetapi dipegaruhi juga

1 A.C Manullang, Menguak Tabu Intelijen; Teror, Motif dan Rezim, Jakarta, Panta Rei, 2001. Hlm 151.

 (
10
)
kekecewaan terhadap kondisi global yaitu ketidakadilan terhadap umat Islam di negara lain seperti konflik Israel dan Palestina dan konflik muslim di Myanmar. Dari sisi sasaran, pelaku Teroris tidak hanya melakukan aksi bom atau menjadi pelaku bom bunuh diri ditempat umum tetapi dengan sasaran yang terpilih yaitu seperti kantor polisi, gereja dan Pejabat Negara. Untuk Pelaku Terorisme tidak hanya dilakukan oleh pria atau orang dewasa tetapi melibatkan wanita dan anak anak, contoh pelaku teroris wanita bernama Damayanti yang telah di Putus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2018/PN.JKT.BRT) dan saat ini telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
Pemberantasan Terorisme tidak dapat diatasi hanya dengan penangkapan pelaku Teroris semata, kenyataanya penangkapan pelaku teroris hanya menyelesaiakan permasalahan dipermukaan. Akar permasalahan sebenaranya adalah terkait pemahaman agama yang salah, ideologis dan kondisi sosial lainnya. Terkait upaya mengembalikan seseorang yang telah terpapar radikalisasi, mendorong Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan upaya pendekatan lunak (soft approach) dalam bentuk deradikalisasi yaitu berupaya mengembalikan dengan pemahaman tentang agama yang sebenarnya dan seharusnya, dari seseorang yang sudah terpapar, mantan hingga keluarganya dengan pola pendekatan sosial, budaya dan ekonomi serta memberikan hak hukumnya sesuai ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hak asasi manusia (HAM) sesuai Pasal 28 D Ayat (1) sebagai hak setiap orang yang memiliki kesetaraan dalam kedudukannya di depan hukum.
Dalam kontekstual itu maka, diperlukan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan penguatan bagaimana keberagaman dalam NKRI dapat dikelola dengan sifat kemanusiaan yang harus memiliki toleransi, saling percaya dan juga menjaga kepercayaan, saling menghargai serta perlu memahami bagaimana paham Ideologi Pancasila itu merupakan payung bagi semua rakyat Indonesia, yang memiliki kearifan lokal dengan berbagai kekuatan budaya bangsa Indonesia dengan tujuan mempersatukan semua tujuan berbangsa dan bernegara.
Pengertian Terorisme, ini dari kata “terorisme” yang berasal dari kata “to terror” di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Latin kata ini di sebut Terrere, berarti gemetar atau menggetarkan. Kata terrere adalah bentuk kata kerja (verb) dari kata terrorem yang berarti rasa takut yang luar biasa.2 Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seeorang atau golongan tertentu.3 Maka dapat dikatakan secara sederhana bahwa terorisme adalah sesuatu yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat.
Di dalam Webster’s New School and office dictionary menyebutnya sebagai tindakan yang membuat ketakutan atau kengerian dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti.4 Sementara itu di dalam Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act, 1984 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa :
“Terrorism means the use of violence for political end and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear”(terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politis, termasuk menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau anggota masyarakat)” .5


2 Merriam Webster, Webster’s New School and Office Dictionary, Houghtoon Mifflin Harcourt, 1996
3 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2013
4 Op.cit.
5 The Prevention of Terrorism (temporary provisions) 1984 Pasal 14 Ayat 1.

Sementara itu, kita dapat lihat pengertian dari ketentuan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 6 Pasal 1, yaitu :
1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur–unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan /atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas Internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
4. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan,tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Dalam ketentuan UU No 5 Tahun 2018, kasus teroris bukanlah tindak pidana politik seperti yang disebut dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
“Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaiamana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun ancaman pidana untuk kasus Teroris diatur didalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas Publik atau fasilitas Internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.”
Deradikalisasi adalah program pendekatan secara lunak (soft approach) guna mengembalikan seseorang yang terpapar untuk kembali kepada ideologi Pacasila. Selanjutnya pasti timbul pertanyaan mengapa deradikalisasi harus dilakukan, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, Pertama, munculnya istilah deradikalisasi karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama yang kemudian menjadi penajaman dengan penunjukan kata teroris serta menghancurkan hidup dan kehidupan, memporakporandakan tatanan dan tuntunan beragama, serta bermasyarakat dan bernegara; Kedua, upaya mengajak masyarakat yang radikal terutama narapidana teroris, mantan napi teroris, keluarga dan jaringannya, agar kembali ke jalan yang sesuai dengan ketentuan berlaku dalam suatu negara berdaulat maupun dalam tuntunan aqidah, agama, moral dan etika yang senafas dengan sensasi ajaran semua agama yang sangat menghargai keragaman dan perbedaan, bukan melalui cara yang sangat

6 UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

dibenci agama pada satu sisi dan mengatasnamakan agama pada sisi lain. Deradikalisasi sebuah istilah yang berasal dari radikal, radikalisasi, radikalisme, radikal terorisme hingga tiba pada istilah deradikalisasi.7 Radikal berasal dari kata radix, suatu istilah yang memiliki makna cara berpikir yang mengakar, tuntas, komprehensif dan holistik, tentu kita semua sepakat dalam menggunakan istilah radikal yang memiliki makna kritis.
Deradikalisasi dilakukan melalui pendekatan soft approach yaitu dilakukan dengan humanis secara holistic, komprehensif, integral dan akulturatif, menuntut perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen bangsa Indonesia. Virus Ideologi takfiri mengatakan memberikan pengaruh terhadap tantangan yang sangat substantive bagi umat Islam dengan konsep saling mengkafirkan hingga mewarnai terjadinya perilaku radikalisme, ideologi itu bertentangan dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin (membawa kebaikan bagi alam semesta), hingga terjadi pembalikan menjadi laknatan lil alamin (dikutuk/dilaknati seluruh alam semesta),8 karena penempatan yang salah, padahal Islam adalah agama yang penuh kebaikan (al-rahmah) dan kebijaksanaan (al-hikmah).
Program deradikalisasi sendiri memiliki multi tujuan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan yaitu :
1. Melakukan counter terrorism.
2. Mencegah proses radikalisme.
3. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama.
4. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak faham terorisme.
6. Memperkaya khazanah atas perbandingan faham.9
B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas selanjutnya peniliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:
1. Bagaimana kepastian hukum penerapan deradikalisasi dalam ketentuan Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimana efektifitas deradikalisasi dalam melakukan pembinaan terhadap Napiter dan mengembalikan kedalam bingkai NKRI?
3. Bagaimana solusi dalam identifikasi Napiter yang sudah kembali ke pangkuan NKRI?

C. Kerangka Teori
1. Teori Negara Hukum
Negara didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum dan memberikan jaminan supaya tercipta rasa aman dan perlindungan hukum, mampu mencegah ancaman melalui penegakan hukum dan memastikan semuanya berjalan menurut hukum. Mutiara dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum. memberikan definisi sebagai berikut:
“Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya berdasarkan
7 Irfan Idris, Membumikan Deradikalisasi, Jakarta 2016, hlm 10.
8 Ibid, hlm 13.
9 Agus SB. Deradikalisasi dunia maya, Daulatpers 2016. Hlm 143-144.

hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut keinginannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (state the not governed by men, but by laws). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya seluruh warga negara wajib mematuhi hukum dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang”.
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (Rechsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law), ataupun adanya (Rechsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:
(1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law);
(2) Asas Legalitas (Due Process of Law);
(3) Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
(4) Pembatasan Kekuasaan;
(5) Organ-organ Eksekutif Independen;
(6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
(7) Peradilan Tata Usaha Negara;
(8) Peradilan Tata Negara, Perlindungan Hak Asasi Manusia;
(9) Bersifat Demokratis;
(10) Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara;
(11) Transparansi dan Kontrol Sosial,10.

2. Teori keadilan
Menurut Bahder Johan Nasution dalam Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern (2014), Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Namun, keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Artinya keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama. Dalam menjelaskan konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal, yakni: Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya.
Keadilan distributif bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya. Keadilan komutatif Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Definisi lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan. contoh keadilan komutatif ialah memperlakukan setiap orang secara adil. Tidak hanya mendapat haknya, namun juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu kesalahan, contohnya anggota

10 Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016, hlm 5-6.

DPR yang korupsi, harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku, tanpa memandang jabatan ataupun jasanya.11

3. Teori Kepastian Hukum.
Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil, karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.12 Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Dengan kata lain kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. 13

D. Metode Penelitian
Adapun metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Jenis Penelitian,
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan yang didasarkan pada hukum primer, sekunder dan tersier dengan interprestasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan, sedangkan data empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada penerapan hukum atau perundang-undangan pada instansi atau badan hukum tersebut. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.14

2. Sifat Penelitian.
Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif analitis yang artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menerangkan data secara lengkap, terperinci serta sistematis. Penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguraikan tentang ssesuatu hal tertentu dan pada saat tertentu.15 Sifat analisis dijelaskan melalui pemaparan dan penjelasan terhadap data yang menyangkut hasil interaksi pendukung hukum dengan hukum yang berlaku, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penanganan terorisme.

11	https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan- contohnya/ page=all.
12 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, memahami dan memahami hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

13 https://e-jurnal.peraturan. go.id, penerapan asas kepastian hukum.
14 Ishak, Metode Peneltian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (bandung: Alfabeta, 2017),	hlm 66.
15 Bambang Waluyo, Peneilitian hukum dalam praktik, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm.8.

3. Pendekatan Penelitian.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang merupakan data sekunder selanjutnya untuk lebih mendapatkan keyakinan terhadap penelitian ini maka didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitisan kepustakaan, Metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mangkaji ketentuan perundang-undangan (inabstacto) serta melihat fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan (inconcreto).16 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach)
Suatu pendekatan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang- undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. 17
Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan ini adalah yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.
b. Pendekatan konseptual (Konseptual Approach)
Metode pendekatan tersebut diatas digunakan dalam mengadakan penelaahan yang berkaitan dengan kewenangan Badan atau lembaga Pemerintahan yang menangani permasalahan teroris, yang meneliti berdasarkan kesesuaian peraturan perundang undangan, literatur keputakaan.

4. Spesifikasi penelitian
Dalam upaya memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penelitian hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bersifat pemaparan gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuirdis yang ada. Peneliti akan memberikan data yang seteliti mungkin dan menginventaris peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Pada penelitian hukum deskriptif peneliti melakukan dengan menggunakan teori atau hipotesis.18

5. Data Penelitian.
Sebagaimana ciri dari penelitian hukum sebagaiman ciri dari penelitian hukum normatif- empiris, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan:
a. Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan menggunakan sumber-sumber tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar atau media masa dan tulisan tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

16 Sutikno Mertokesumo, Penemuan Hukum ( Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm 29.
17 Joenaedi Efendi, Metode Penelitian HukumNormatif dan Empiris, Cetakan ke-2 Jakarta: Kencana), hlm 132.
18 Loc cit hlm 69.

b. Penelitian Lapangan (field research) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara dengan para narasumber yang kompeten pada obyek penelitian.

6. Bahan Hukum
Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah menjadi suatu analisis. Sumber bahan hukum yang akan diteliti oleh peneliti adalah yaitu melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum Primer meliputi:
1) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
4) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
5) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
b. Bahan hukum Sekunder, meliputi jurnal, media surat kabar, Internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.
c. Bahan hukum Tersier, meliputi kamus, artikel dan beberapa bahan hukum tersier lainnya seperti wawancara untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan kegiatan peneliti dengan melakukan penelusuran untuk mencari data yang relevan terhadap yang dihadapi.19 Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada para Napiter dan Pimbana dari BNPT sedangkan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumenter.20 Studi kepustakaan dilakukan terhadap norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan serta literatur, jurnal dan buletin ilmiah dalam bidang hukum terkait penanganan Terorisme, baik melalui penegakan hukum maupun pencegahan melalui pendekatan soft approach dengan program deradikalisasi.
8. Teknik Analisis Data
Tehnik Analisis data merupakan “proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data/informasi, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian”. Dalam arti, analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Dalam penelitian ini, analisis data yang akan digunakan peneliti yaitu metode deduktif, merupakan suatu tata

19 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, Jakarta, Kencana, hlm 194
20 Saryono Hanadi, 2008, Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum, Bahan Kuliah MPPH, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 9.

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana prosedur pemecahan permasalahan penelitian berupa penggambaran subjek dan objek penelitian, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu hal yang utuh. Hasil penelitian ini akan berbentuk deskriptif analisis, yaitu analisa data dilakukan secara kualitatif dengan melihat dan membandingkan ketentuan perundang-undangan, teori-teori hukum, fakta yang ada di lapangan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum dalam pelaksanaan program deradikalisasi.


E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
DERADIKALISASI SEBAGAI PENYELESAIAN HUKUM DALAM MENGEMBALIKAN DOKTRIN NEGARA KEPADA NARAPIDANA

Deradikalisasi merupakan salah satu bagian dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang No 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebagai wujud rasa keadilan, maka pendekatan yang dikembangkan sesuai kerangka Criminal Justice System dimana setiap pelaku tindak pidana yang terlibat tindak pidana diajukan kehadapan pengadilan untuk diproses hukum secara adil. Melalui proses penegakan hukum (law enforcement) diharapkan tercipta keadilan dan kepastian hukum.
Beberapa rangkaian peristiwa serangan terorisme yang menonjol dalam 2 dekade terakhir ini seluruhnya mampu diungkap aparat penegak hukum dan selanjutnya diproses secara hukum. Adapun serangan teroris yang menonjol yang pernah terjadi di Indonesia sejak tahun 2000:
a.Serangkaian bom Malam Natal di beberapa daerah pada tanggal 24 Desember 2000. b.Bom Kedutaan Besar Filipina Tahun 2000.
c.Bom Bali I terjadi 12 Oktober 2002 menewaskan 209 jiwa dan 224 orang luka-luka, bom Bali II Tahun 2005
d.Bom JW Marriot dan Ritz Calton yang terjadi pada 17 Juli 2009. e.Bom di Masjid Mapolresta Cirebon Jumat 15 April 2011
f.Bom bunuh diri di Surabaya yang berlokasi di tiga tempat berbeda yakni di gereja Jalan Arjuna 21, di Jalan Diponegoro, di Gereja GKI; dan di Santa Maria.
Sehubungan dengan aksi teroris yang kerap terjadi, Pemerintah melancarkan operasi penegakan hukum di wilayah Poso dan Aceh serta mengaktifkan pemantauan aktivitas teroris di Jawa barat, Banten dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Selain untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat keamanan juga dituntut konsisten menegakkan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dalam pemberantasan teroris beberapa pelaku teroris terpaksa harus dilumpuhkan setelah mengabaikan kesempatan menyerahkan diri dan mendapatkan pengampunan dari pemerintah. Teroris Ali Kalora dan kawan-kawannya dilumpuhkan di hutan Poso karena aksi terornya makin meresahkan masyarakat. Sebelumnya teroris Santoso juga tewas dalam operasi tertib keamanan di hutan Poso, Sulawesi.

A. Deradikalisasi Berdasarkan Amanah Pasal 43 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.
Sesuai teori negara hukum bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum. Negara hukum menjaga ketertiban hukum dan memberikan jaminan supaya tercipta rasa aman dan perlindungan hukum, mampu mencegah ancaman melalui penegakan hukum dan memastikan semuanya berjalan menurut hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dilakukan oleh aparat hukum sesuai perintah Undang-Undang.
Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa deradikalisasi telah diterapkan sesuai nilai-nilai Hak-hak Azasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 D. Menurut Wahyu Budijanto dan Toni Yuri Rahmanto, pencegahan deradikalisasi dapat dilakukan melalui pendidikan HAM. Selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu muatan pendidikan yang penting adalah tentang toleransi dan nilai-nilai ideologi Pancasila21. Dalam penerapannya deradikalisasi dilaksanakan berdasarkan amanah Pasal 43 huruf a Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya terkait institusi yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan melaksanakan deradikalisasi yakni BNPT diatur dalam PP No. 46 tahun 2010. Secara umum program deradikalisasi dapat berjalan namun masih mengalami kendala diantaranya :
1. Program deradikalisasi ini dijalankan dengan prinsip sukarela (voluntary), belum menjadi program wajib bagi setiap mantan narapidana teroris, keluarga dan orang-orang yang sudah terpapar ideologi Pancasila.
2. Kewenangan BNPT sebagai institusi yang menjalankan program ini masih terbatas hal ini dapat dimaklumi mengingat regulasi yang mengatur tentang BNPT hanya diatur didalam Perturan Presiden (Perpres) seharusnya kedudukan BNPT diatur dalam suatu Undang Undang sehingga memiliki kekuatan mandatory dan memiliki kewenangan yang lebih luas serta ketersediaan anggaran yang porposional.
Dalam penerapan peraturan perundang-undangan, BNPT telah melaksanakan perintah UU untuk menjamin ketertiban masyarakat dan kepatuhan pada hukum. Sesuai definisi negara hukum menurut Mutiara bahwa: “Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya berdasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut keinginannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang- orang, tetapi oleh Undang-Undang (state the not governed by men, but by laws). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya seluruh warga negara wajib mematuhi hukum dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang”.

B. Deradikalisasi sebagai alat kepastian hukum bagi mantan napiter yang sudah terpapar untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa pemikiran peneliti kembangkan dalam hubungan hukum antara deradikalisasi sebagai alat kepastian hukum sebagai berikut;


21 Jurnal HAM, Volume 12, Nomer 1 April 2021: Pencegahan faham radikalisme melalui optimalisasi pendidikan HAM di Indonesia.

1. Sejak seorang mantan narapidana terorisme dinyatakan telah mengalami deradikalisasi, maka dapat dipastikan bahwa ideologi radikal telah hilang dalam diri mantan napiter. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan cara berfikir, sikap dan perilaku.
1. Selama seorang mantan narapidana terorisme secara konsisten menunjukkan kesetiaan pada NKRI maka dapat dipastikan bahwa mantan napiter telah mengalami deradikalisasi, sehingga yang bersangkutan tidak bisa disangkakan terlibat pidana terorisme, kecuali terbukti secara hukum. Hukum tidak bisa memidana seseorang kecuali terbukti kuat terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
2. Semakin kuat nilai-nilai deradikalisme terpatri dalam perilaku mantan napiter maka yang bersangkutan dapat dikategorikan telah bertobat dan semakin menjauhi ideologi radikal.
3. Secara hukum bahwa orang-orang yang menganut ideologi radikal terror cenderung tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan deradikalisasi diharapkan terjadi perubahan doktrin ideologis bahwa mantan napiter adalah warga negara Indonesia yang wajib mengakui NKRI dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

C. Deradikalisasi menjadi penyelesaian dengan pendekatan kemanusiaan
Deradikalisasi baik secara teori maupun praktik harus diakui memiliki kontribusi dalam mengubah ideologi seorang mantan napiter maupun orang-orang yang potensial terpapar ideologi radikalisme terror. Deradikalisasi juga dirancang sebagai strategi penyelesaian melalui pendekatan kemanusiaan, artinya melalui pendekatan penghormatan terhadap hak hidup, hak bebas dan hak berpendapat pada mantan narapidana terorisme. Hal ini mengacu pada asas bahwa seseorang yang telah dihukum dan telah menjalani proses hukum dan dibebaskan demi hukum maka statusnya kembali kedalam masyarakat sebagai manusia bebas. Atas dasar inilah maka BNPT memandang mantan narapidana terorisme adalah masyarakat biasa yang memiliki kebebasan dan hak hidup secara bebas. Perbedaannya dengan warga lainnya adalah bahwa mantan napiter adalah orang yang pernah terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah dihukum. Perlakuan yang sama dihadapan hukum inilah bukti bahwa negara melalui BNPT telah melaksanakan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan sesuai norma-norma HAM. Pendekatan kemanusiaan pada akhirnya memandang bahwa mantan napiter adalah manusia yang memiliki hak yang sama dan harus dipastikan bahwa mereka telah bersosialisasi dalam masyarakat.
Selain mantan napiter dan keluarganya, deradikalisasi juga dilakukan kepada orang- orang yang sudah terpapar radikalisme atau ideologi terror. Hal ini semakin menantang dan sangat berat karena semakin banyak persinggungan dengan dimensi lain dalam pelaksanaannya. Orang-orang yang sudah terpapar ideologi terror sangat umum dan luas, maka harus disusun panduan dan indikator umum dan khusus untuk mengetahui seseorang yang telah terpapar ideologi radikal terorisme. Dalam kaitan dengan keterbukaan informasi dekade sekarang ini didukung meluasnya penggunaan media sosial maka sebaran ideologi radikal terorisme dan konten intolerans makin cepat dan massif.
Tantangannya adalah bahwa program deradikalisasi bersifat sukarela, sehingga tidak menjadi kewajiban bagi setiap mantan napiter untuk mengikutinya. Melalui identifikasi BNPT hingga tahun 2021 lebih dari 1000 orang telah mengikuti program deradikalisasi. Mereka yang telah dipastikan bertobat 70% atau 700 orang, sementara sisanya 300 orang masih terus dalam pemantauan.
Meskipun fakta hukum menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan transnasional yang terjadi di berbagai negara, namun keunikan program deradikalisasi

hingga sekarang ini adalah bahwa program deradikalisasi tidak ada di negara lain, dengan kata lain penggunaan istilah deradikalisasi dalam ruang lingkup penegakan hukum hanya bisa dijumpai di Indonesia. Karena itu secara historis deradikalisasi memiliki keistimewaan (particularistic) terkait dengan sejarah hukum pidana dan semangat memanusiakan narapidana dan mantan narapidana. Konsekwensi logis lainnya adalah kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah terkait deradikalisasi juga dirumuskan melalui mekanisme politik parlemen di Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan deradikalisasi juga dalam koridor demokrasi melalui fungsi pengawasan parlemen. Secara global di beberapa negara semangat pemidanaan dipengaruhi dua mazhab yakni mazhab retensionis (pemenjaraan) dan mazhab abolisionis (pengampunan). Dalam perkembangannya konsep deradikalisasi terkait dengan mazhab abolisionis.
Dalam pemikiran peneliti yang menjadi titik perhatian terkait capaian proses deradikalisasi adalah:
1. Proses Transformasi radikalisasi menjadi deradikalisasi.
Berdasarkan istilah secara akademik radikalisasi berasal dari kata latin radix yang bermakna akar, mendasar. Dalam konteks wacana intelektualisme berfikir radikal adalah hal biasa dan menjadi ciri dari sifat kritis seorang intelektual. Namun pertautan kata radikal dengan agama melahirkan makna perubahan mendasar tatanan politik dengan menggunakan instrument kekerasan. Adanya pandangan yang keras, militan dan intoleran dan membuat rasa takut adalah tidak bermoral. Dengan demikian radikalisasi adalah proses mengerasnya pandangan seseorang sehingga membuat rasa takut dan menimbulkan ancaman bagi ketenteraman hidup. Semakin mengeras sikap dan pandangan radikal makin merusak tatanan sosial, politik yang telah diterima sebelumnya karena kelompok radikal memaksakan kehendaknya untuk mengubah sistem, ideologi dan kekuasaan bahkan dengan menggunakan instrument kekerasan.
Dengan demikian transformasi radikalisasi menuju deradikalisasi adalah proses perubahan pandangan yang sebelumnya keras dan menggunakan kekerasan menuju pandangan yang melunak dan lemah lembut menggunakan kasih sayang dan saling menghormati. Adanya perubahan pandangan yang semakin melunak akan mengubah konstruksi berfikir, ideologis, sikap, perilaku dalam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
a. Perubahan ideologis;
Secara spesifik perubahan ideologis dapat diukur pada beberapa hal;
1) adanya pengakuan terhadap ideologi Pancasila sebagai ideologi hidup berbangsa dan bernegara;
2) adanya komitmen untuk menghormati ideologi negara, dasar negara, lambang negara dan simbol-simbol negara;
3) adanya penghormatan terhadap perbedaan agama, suku, bangsa dan budaya, mengakui adanya pluralisme dan multikulturalisme;
4) perubahan sikap intoleran menjadi toleran
Secara umum usaha pembinaan ideologi juga dilakukan melalui BPIP berdasarkaan Perpres No 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan ideologi Pancasila, melaksanakan “koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan dan seterusnya”. Merumuskan haluan negara agar sesuai ideologi Pancasila, melakukan sosialisasi dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Jika BNPT ruang lingkupnya mantan napiter dan orang-orang

yang sudah terpapar ideologi radikal terorisme, maka BPIP ruang lingkupnya Kementrian/Lembaga dan seluruh masyarakat secara nasional dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Perubahan sikap dan perilaku;
Menurut sejumlah pendapat ahli bahwa sikap dan perilaku seseorang tidak bisa diubah dengan menggunakan satu cara untuk semua orang. Karena itu ukuran perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada aspek gejala-gejala psikologis mantan napiter untuk berubah. Sebagai manusia maka siklus hidup dapat berubah, terutama paska menjalani masa hukuman. Perubahan sikap dan perilaku bisa terjadi jika terdapat kemauan kuat dari dalam diri. Perubahan juga bisa terjadi dan dipengaruhi kondisi dan keadaan. Adapun gejala psikologis yang peneliti jumpai adalah:
1) perubahan cara berfikir yang selanjutnya memengaruhi perubahan cara bersikap;
2) Perubahan dalam pergaulan hidup, jaringan dan pertemanan;
3) Interaksi sosial dengan lingkungan lebih luas menunjukkan kesungguhan hidup normal dan patuh hukum serta menghargai orang lain;
4) Menjauhi dan memutus rantai hubungan dengan teman-teman lama dalam jaringan terorisme baik individu maupun organisasi;
5) Fokus usaha dan tanggungjawab ekonomi dan keluarga.
c. Perubahan wawasan kebangsaan;
Pemantapan wawasan kebangsaan sangat penting bagi setiap warga negara. Hal ini akan berkontribusi pada kesetiaan pada tanah air Indonesia dan memupuk sikap saling menghargai atas perbedaan suku, bangsa, bahasa dan agama. Secara spesifik perubahan wawasan kebangsaan ditandai oleh beberapa indikator sebagai berikut:
1) Mengakui ideologi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2) Mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3) Menghormati keberagaman dan perbedaan;
4) Menjunjung tinggi Persatuan Indonesia;
d. Perubahan wawasan keagamaan
Perubahan wawasan keagamaan terkait pemahaman secara textual dan kontekstual. Perubahan akan ditandai pada perilaku sehari-hari terutama dalam membangun relasi dengan lingkungan sosial. Pada umumnya mantan narapidana terorisme taat beribadah dan menjalankan perintah agamanya. Masalahnya seringkali terkait toleransi dengan sesama manusia baik mereka yang berkeyakinan sama maupun berbeda. Adanya sekat inilah seringkali menjadi potensi disharmoni sosial dan ketidakpatuhan pada hukum dan perundang-undangan.
Transformasi wawasan keagamaan mencakup perubahan pada pemahaman dan praktik hidup sehari-hari terkait pengaruh nilai-nilai keagamaan seperti sikap ramah, lemah lembut dan toleransi. Hal ini menjawab apa yang disebut Greg Fealy sebagai penafsiran pemahaman keagamaan secara konservatif. Sejak tahun 2005, di Indonesia muncul fenomena yang oleh Greg Fealy disebut sebagai "conservative turn" dalam kehidupan keagamaan umat Islam Indonesia (Fealy, 2006). Merujuk Fealy, conservative turn adalah gejala meningkatnya interpretasi pemahaman keagamaan yang konservatif, puritan dan intoleran. Wajah umat Islam di Indonesia yang sebelumnya dikenal moderat, ramah, toleran dan terbuka, kini terkesan berubah menjadi konservatif, pemarah, tertutup dan intoleran (Fealy, 2006; Bruinessen, 2011)22.

2222 Greg Fealy, dalam penelitian Sari Febriane berjudul; Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia, 2016, Universitas Indonesia.

Secara spesifik perubahan wawasan keagamaan ditandai;
1) sikap moderat;
2) sikap ramah;
3) sikap lemah lembut;
5) sikap toleran;
6) sikap tidak mengkafirkan orang lain;
7) menghormati orang lain dan menerima perbedaan agama, mazhab dan aliran;
8) taat beribadah dan juga taat pada hukum positif.
Sejarah bangsa Indonesia mengukir suatu kenyataan bahwa Negara Kesatun Republik Indonesia hidup rukun berbagai agama; Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, Konghuchu dan berbagai keyakinan yang berbeda. Dalam satu agama yang sama juga terdapat perbedaan aliran, mazhab dan cara beribadah.
d. Perubahan keterampilan hidup dan usaha
Perubahan keterampilan meliputi keterampilan teknis mekanik dan keterampilan manajerial usaha. Para mantan napiter adalah orang-orang yang mempunyai potensi dan etos kerja yang tinggi. Sifat tekun, giat dan keras diarahkan menjadi kerja keras, usaha keras untuk kesuksesan di dunia dan akhirat. Perubahan keterampilan ditandai beberapa hal;
1)semakin terampil pada skill dan keahlian tertentu; 2)makin produktif secara ekonomi;
3)orientasi keseimbangan hidup dunia dan akhirat; 4)interaksi sosial dan ekonomi makin luas dan dinamis; 5)bertanggungjawab pada usaha dan keluarga.

2. Indikator Capaian Deradikalisasi
Untuk mengukur capaian deradikalisasi maka peneliti harus menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai merupakan proses usaha yang ditentukan oleh waktu dan sumberdaya yang digunakan. Dalam konteks inilah indikator capaian deradikalisasi dibagi menjadi 2 yakni indikator influential (berpengaruh) dan indikator fundamental (dasar).
a. Indikator influential
Indikator influential adalah indikator yang berpengaruh terhadap peluang perubahan seorang mantan narapidana terorisme dari potensi radikal menjadi deradikal. Untuk menentukan indicator influential peneliti mengacu pada tugas pokok dan fungsi BNPT sebagaimana diatur dalam PP No 46 tahun 2010. Secara umum indicator yang diukur adalah hasil dari pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan penguatan keterampilan kewirausahaan. Dari wawancara dengan napiter menunjukkan bahwa 3 indikator demikian telah dicapai napiter sehingga deradikalisasi tercapai.
b. Indikator fundamental
Indikator fundamental adalah indikator dasar yang sudah membentuk diri, kepribadian dan karakter seseorang sepanjang hidupnya. Karena itu untuk menentukan indicator dasar peneliti mendalami hasil wawancara dengan mantan narapidana terorisme dimana secara hipotetik dapat ditentukan sebagai berikut:
1. karakter keras
2. karakter militant
3. karakter pendendam
4. karakter ekstrim
5. karakter pendiam

c. Life history and family history mantan napiter
Metode life history dan family history adalah metode yang digunakan dalam penelitian antropologi yang tujuannya untuk menggali sejarah hidup seseorang, cita-citanya, masa kecilnya, remaja hingga dewasa, lingkungan sosial, keluarga, sekolah, teman dan sahabatnya, aktifitas dalam organisasi, pandangan terhadap negara, bendera negara, ideologi negara hingga pandangannya mengenai arti dan makna kehidupan dan kematian. Dari penelusuran kisah hidup diri dan keluarganya peneliti akan memperoleh gambaran mengenai:
1)Karakter, 2) Sifat, 3) Potensi, 4) Cita-cita, 5) Impian, 6) Kepatuhan pada hukum, 7) Orientasi ideologis dan pengaruhnya.
Pada dasarnya amanah Pasal 43 a (3) Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa makna kata Pemberantasan tindak pidana terorisme berarti mereduksi (mengurangi) dan menghilangkan unsur tindak pidana atau kejahatan. Sesuai nilai-nilai Pasal 28 d UUD 1945 mengenai penghormatan terhadap HAM, berarti Pemberantasan tidak berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan (teroris). Dalam praktiknya dilapangan sudah disusun SOP dan aspek teknis operasional khususnya oleh Satuan Densus 88 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Pemberantasan adalah proses, cara perbuatan memberantas, sedangkan memberantas adalah membasmi, memusnahkan. Sehingga yang harus di basmi bukanlah terorisnya melainkan terorismenya sebagai sebuah tindak kejahatan. Sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme hakikatnya adalah membasmi atau menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya, khususnya pengaruh ideologi radikal dan kekerasan untuk mencapai tujuan. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap terdakwa napiter. Pembinaan juga dapat dilakukan terhadap mantan napiter, keluarganya dan orang-orang yang telah terpapar ideologi terorisme. Hal ini sesuai tugas pokok dan fungsi BNPT.
Pembinaan di lembaga pemasyarakatan bersifat wajib (mandatory) dilakukan dan diikuti oleh napiter untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Agar tercipta keberlanjutan proses pemasyarakatan, rehabilitasi dan re-integrasi social maka pembinaan juga diperlukan terhadap mantan napiter, keluarganya dan orang-orang yang telah terpapar ideologi terorisme. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 a Ayat
(3) UU No 5 Tahun 2018 sudah jelas bahwa ruang lingkup pembinaan adalah mencakup tersangka, terpidana, mantan napiter dan orang-orang yang sudah terpapar ideologi terorisme. Dalam kaitan inilah tugas dan fungsi BNPT diantaranya melalui program deradikalisasi mantan napiter dan orang-orang yang sudah terpapar ideologi terorisme.
Berdasarkan data BNPT per September 2021 jumlah mantan napiter yang telah mengikuti program deradikalisasi mencapai 1100 orang. Jumlah mantan napiter yang tobat mencapai 750 orang (70%). Dari sisi jumlah meningkat dibandingkan data tahun 2017 jumlahnya mencapai 530 orang, namun dari persentase rata-rata selama 5 tahun terakhir 70% yang tobat. Dengan demikian deradikalisasi mantan napiter yang dilakukan oleh BNPT dapat dikatakan efektif. Meskipun sifat dari program deradikalisasi adalah sukarela, namun masih efektif untuk memastikan bahwa ideologi radikal terorisme sudah hilang dalam diri mantan napiter.
Perubahan dari radikal menjadi moderat merupakan tahapan dalam perubahan psikologis dan cara berfikir seseorang. Dengan demikian sikap moderat menjadi jembatan

kembalinya mantan napiter kedalam NKRI. Hal ini ditunjukkan dengan sikap menjunjung tinggi persatuan Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia dan berbahasa Indonesia.

PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang disampaikan pada penelitian Tesis ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Deradikalisasi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 masih berada pada tataran Sub ayat pada pasal 43A ayat 3. Dampak dari Deradikalisasi yang hanya diatur didalam sub ayat pada pasal maka tidak memiliki kekuatan dalam mengatur secara lebih luas. Begitu juga Lembaga yang diberi kewenangan menangani pemberantasan terorisme yaitu BNPT masih terkendala dalam kewenangan dan koordinasi karena kedudukannya diatur dalam Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 sementara untuk melaksanakan pencegahan melalui Deradikalisasi melibatkan kementrian dan Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi masing masing.
2) Deradikalisasi di Indonesia adalah merupakan salah satu cara mengatasi masalah terorisme yang sangat penting. Apabila dikelola secara komprehensif maka akan sangat efektif dalam menekan perkembangan paham radikal teroris, akan tetapi dalam prakteknnya hanya sebagai salah satu bagian pelengkap dari upaya pencegahan bukan yang utama. Hal ini bisa dilihat dari program Deradikalisasi belum terkoordinasi secara baik karena masing masing Kementrian dan lembaga yang ada dalam Pemerintahan Republik Indonesia belum menyusun satu program bersama dalam menjalankan Deradikalisasi.
3) Solusi dalam identifikasi mantan Napi terorisme adalah merupakan kunci dari keberhasilan program deradikalisasi disamping pendekatan sosial dalam membangun kemandirian mantan Napiter guna mengembalikan Ideologi Pancasila dan kepercayaan kepada negara Republik Indonesia.

B. Saran
Dari kesimpulan yang telah disampaikan, Peneliti menyampaikan beberapa saran untuk
perbaikan program deradikalisasi yang telah dijalankan sebagai berikut:
1) Perlu dilakukan penguatan regulasi dengan membuat Undang-undang tersendiri terkait Deradikalisasi agar memberikan kekuatan dalam kedudukan hukum yang berdampak kepada penyediaan anggaran, pengaturan kewenangan dan koordinasi yang lebih jelas antar Kementrian dan Lembaga dalam penanganan deradikalisasi.
2) Sebaiknya dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk menyamakan visi dan misi antar Kementrian dan Lembaga terhadap materi, teknik penyampaian, media penyampaian dan kesiapan sumber daya manusia dalam rangka menjalankan program deradikalisasi, khususnya pembinaan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan agar menjadi kekuatan secara khusus dalam memahami Ideologi Negara Republik Indonesia.
3) Seharusnya identifikasi terhadap mantan Napiter yang telah kembali ke Masyarakat menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja. Pemerintah dan Masyarakat bersama sama melakukan pengawasan dan pembinaan serta menerima keberadaan Mantan Napiter agar tidak kembali lagi kepada paham radikal dalam rangka membangun kekuatan kepribadian bangsa dan menjaga keamanan Negara Republik Indonesia.
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